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BAB II 

NORMA PENGHITUNGAN DAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 

 

2.1. Perpajakan 

 Pengertian pajak menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum 

dan tata cara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16  

tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP adalah “Kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja: 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

 Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

 

2.1.1 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari 

berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang social dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap 

barang mewah. 

 

2.1.2. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menurut golongan, dibagi menjadi dana adalah sebagai berikut: 
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a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib 

pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut: 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut: 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak 

reklame, pajak hiburan. 
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2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 

1. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Cirri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

3. Withholding System 

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.2. Pajak Penghasilan (PPh) 

 PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan 

karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perpajakan.Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada 

subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh. 

 

2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan 

 Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan 

pajak.DalamUU Nomor 36 tahun 2008 yang termasuk subjek pajak yaitu orang 

pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha 

tetap. Subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Orang Pribadi 

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak 

melihat batasan umur dan juga jenjang social ekonomi, dengan perkataan 

lain berlaku sama untuk semua (non-discrimination). 

2. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang 

Berhak 

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak 

yaitu ahli waris.Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap 
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dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan 

selanjutnya. 

3. Badan 

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-

usaha yang meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Perseroan terbatas 

b. Perseroan komanditer 

c. Badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

d. Persekutuan 

e. Perseroan dan perkumpulan lainnya 

f. Firma 

g. Kongsi 

h. Perkumpulan koperasi 

i. Yayasan 

j. Lembaga 

k. Dana pensiun 

l. Bentuk usaha tetap 

m. Bentuk usaha lainnya 

Dari uraian di atas dilihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai 

subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha 

(komersial), namun juga yang bergerak di bidang social, kemasyarakatan 
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dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta 

pendirian oleh yang berwenang. Sehingga tidak ada alasan bagi badan 

(khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk 

menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak. 

4. Bentuk Usaha Tetap 

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga 

badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of 

business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk 

juga mesin-mesin dan peralatan.Tempat usaha tersebut bersifat tetap 

(permanen) dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian 

BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang 

pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia. Dengan demikian, BUT dapat berupa antara lain 

sebagai berikut: 

a. Tempat kedudukan manajemen 
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b. Cabang perusahaan 

c. Kantor perwakilan 

d. Gedung kantor 

e. Pabrik 

f. Bengkel 

g. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja 

pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan 

h. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

i. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

j. Gudang 

k. Ruang untuk promosi atau penjualan 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang 

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 

bulan 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas 

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau 

menanggung risiko di Indonesia. 
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p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu: 

1. Kantor perwakilan negara asing 

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik 

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan, dengan syarat: 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
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2.2.2. Objek Pajak Penghasilan 

 Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalm bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang 

2. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

3. Laba usaha 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 

b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun 

d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
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garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 
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13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

14. Premi asuransi 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

19. Surplus Bank Indonesia 

 

2.3 Norma Penghitungan 

 Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar pengenaan 

pajak (Penghasilan Kena Pajak) dihitung dengan menggunakan Norma Penghasilan 

Neto dengan syarat peredaran usahanya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Penghasilan 

neto ditetapkan sebesar presentase tertentu dari peredaran usaha atau penerimaan 

bruto pekerjaan bebas selama setahun. 

Pedoman untuk menentukan Penghasilan Neto dibuat dan disempurnakan 

terus menerus oleh Direktorat Jendral Pajak (sesuai Keputusan Dirjen Pajak No. 

536/PJ.2/2000 tanggal 29 Desember 2000, disesuaikan dengan KMK No. 

01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang perubahan usaha yang boleh 
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menggunakan Norma Penghitungan, berlaku mulai 2007). Besarnya norma 

ditentukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Norma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha. 

2. Yang dimaksud 10 ibukota propinsi: Medan, Jakarta, Palembang, 

Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, Pontianak. 

3. Kota propinsi lainnya adalah ibukota propinsi selain 10 yang disebutkan. 

4. Daerah lainnya adalah daerah selain yang dimaksud diatas. 

Jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki usaha atau pekerjaan bebas lebih dari 

satu, maka norma perhitungan tersebut diterapkan pada masing-masing usaha atau 

pekerjaan bebas. Selanjutnya, penghasilan neto yang didapat dari masing-masing 

usaha dijumlahkan untuk menghasilkan penghasilan neto wajib pajak dalam satu 

tahun.Penjumlahan penghasilan neto itulah yang digunakan sebagai untuk 

perhitungan pajak penghasilan, tentunya setelah dikurangi dengan PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 162/PMK.011/2012, tarif PTKP ditentukan sebagai berikut: 

1. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri 

Wajib Pajak orang pribadi; 

2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 
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3. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan 

untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008; 

4. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

Setelah penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP akan menghasilkan 

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk menghitung pajak penghasilan terutang PKP 

akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak 

Penghasilan adalah: 

Tabel 2.1 

Tarif PPh Pasal 17 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

sampai dengan Rp 50 juta 5% 

diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta 15% 

diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta 25% 

diatas Rp 500 juta 30% 

Sumber: UU Nomor 36 tahun 2008 
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Berikut ketentuan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang boleh 

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan UU Nomor 36 

tahun 2008: 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

dengan peredaran bruto sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib 

menyelenggarakan pembukuan. 

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan 

pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih 

menyelenggarakan Pembukuan. 

3. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir (2) yang 

tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung 

penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan 

Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna Norma Penghitungan 

penghasilan neto: 

1. Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan 

kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal 

tahun pajak yang bersangkutan. 
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2. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak 

sesuai dengan ketentuan diatas dianggap memilih menyelenggarakan 

pembukuan. 

Bagi yang tetap menggunakan Norma padahal tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Penggunaan Norma dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang 

dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

Mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan: 

Peredaran bruto                                   xxx 
Presentase norma                                  x% 
Penghasilan neto                                 xxx 
PTKP                                                 (xxx) 
PKP                                                     xxx 
Tarif pasal 17 
5% x … 
15% x … 
25% x … 
30% x … 
PPh terutang                    xxx 
Kredit Pajak: 
PPh 21/26                   xxx 
PPh 22, 23, 24            xxx 
PPh 25, Fiskal LN      xxx 
                               (xxx) 
PPh (lebih) kurang bayar                   xxx 

Gambar 2.1 
Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Norma 

Penghitungan 
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Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, pajak yang terutang dikurangi 

dengan kredit pajak (pajak yang dibayar di muka/prepaid tax) untuk tahun pajak yang 

bersangkutan, terdiri dari: 

1. PPh Pasal 21, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

2. PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan 

dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

3. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan 

berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan 

imbalan jasa tertentu. 

4. PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), yaitu pajak yang dibayar atau 

terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 

5. PPh Pasal 25, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh 

wajib pajak sendiri. 

6. PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas 

penghasilan orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi wajib 

pajak dalam negeri. 

 

2.4 Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final 

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, 

dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan 

ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap 
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pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu.Dengan 

mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak 

menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal 

Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final.Ketentuan ini 

diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Konsekuensi dari pengenaan pajak 

yang bersifat final ini adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya 

pada saat penghitungan pajak akhir tahun, 

2. Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan 

atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang 

dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun, 

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan 

yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari 

penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang. 

Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru yang mengatur tentang 

penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013merupakan 

kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 

termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat Final. Setoran bulanan dimaksud 
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merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.Jika penghasilan semata-mata 

dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) menyatakan 

bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final.Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu 

persen).Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 

dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 yaitu: 

 

Gambar 2.2 
Mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PPh Final 

 

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud: 

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan 

2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi 

3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi 

4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam 

penyelenggaraan negara. 

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan: 

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat 

1% x Peredaran Bruto 
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3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

 

2.4.1. Objek PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak 

melebihiRp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan 

jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat 

maupun cabangnya. 

Usaha dimaksud dalam PP inimeliputi usaha dagang, industri, dan jasa, 

seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, 

warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. 

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris; 

2. pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 

3. olahragawan; 

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
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6. agen iklan; 

7. pengawas atau pengelola proyek; 

8. perantara; 

9. petugas penjaja barang dagangan; 

10. agen asuransi; dan 

11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau 

penjualan 

 

2.4.2. Subjek PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah: 

1. Orang Pribadi 

2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto 

(omzet)yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. 

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 

adalah: 

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa 

yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan 

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. 

misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan,warung tenda di area 

kaki-lima, dan sejenisnya. 
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2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh 

peredaranbruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar. 

 

2.4.3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Final sesuai ketentuan PP 46 Tahun 2013 

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu 

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan 

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud 

dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut: 

Kode Akun Pajak :411128 

Kode Jenis Setoran :420 

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan 

dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final 

dan/atau bersifat final. 

PP 46/2013 memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak 

yaitu Wajib Pajak bisa membayar melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang 

dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Bank yang melayani 

pembayaran pajak melalui ATM adalah: 

1. Bank Mandiri 

2. BNI 

3. BRI 
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4. BCA 

Syarat untuk melakukan pembayaran melalui ATM: 

1. Memiliki NPWP 

2. Mempunyai rekening bank (ATM) 

 

2.5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam UU ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam UU ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
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dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini. 

Kriteria UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 

4. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 

 

2.6. Usaha Bidang Jasa 

Definisi jasa menurut Phillip Kotler: 
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“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu 
pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan 
perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak 
terikat pada suatu produk fisik”. 
 

2.6.1. Karakteristik Jasa 

Seringkali dikatakan bahwa jasa memiliki karakteristik unik yang 

membedakannya dari barang atau produk-produk manufaktur. Empat karakteristik 

yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnya 

adalah (Payne, 2001:9): 

1. Tidak berwujud 

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, 

dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu 

barang. 

2. Heteregonitas 

Jasa merupakan variabel non – standar dan sangat bervariasi. Artinya, 

karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang 

sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh 

interaksi manusia (karyawan dan konsumen) dengan segala perbedaan 

harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut. 

3. Tidak dapat dipisahkan 

Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, 

dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen 
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harus berada di tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat 

dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut. 

5. Tidak tahan lama 

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa 

disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan 

kepada produsen jasa dimana ia membeli jasa. 

 

2.7. Penerimaan Pajak Penghasilan 

Menurut Suandy (2008) 

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

 

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya 

pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2008). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak 

penghasilan adalah penerimaan oleh pemerintah dari pajak rakyat, dari penerimaan 

itu digunakan untuk pembiayaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.Pajak yang 

dikenakan ada subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 

peraturan perpajakan. 
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2.8. Pengembangan Hipotesis 

Dalam latar belakang dituliskan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 

2013 bahwa bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 

4,8 miliar akan dikenakan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk 

norma penghitungan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-

536/PJ.2/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak 

Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma 

Penghitungan bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara 

mengalikan angka presentase Norma Penghitungan. Selanjutnya untuk menghitung 

besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum 

dilakukan penerapan tarif umum, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak 

dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto. Dari dua 

cara penghitungan pajak, dengan norma penghitungan dan PPh Final, tersebut ada 

perbedaan tarif yang dikenakan untuk menghasilkan PPh terutang. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat ditarik hipotesis: 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan terutang 

berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi 

usahawan di bidang usaha jasa. 

 

 

 

 


